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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kekuatan legitimasi terhadap ketaatan
pajak, yang dimediasi oleh kepercayaan pada otoritas pajak. Metode penelitian kuantitatif
digunakan dengan 144 responden yang mengisi kuesioner yang disebarkan melalui Google
Form. Analisis dilakukan menggunakan Partial Least Square (PLS) melalui perangkat lunak
SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kekuatan legitimasi memiliki dampak
yang signifikan terhadap kepercayaan pada otoritas pajak; (2) kekuatan legitimasi juga
berpengaruh signifikan terhadap ketaatan pajak individu; (3) kepercayaan pada otoritas pajak
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketaatan pajak individu; dan (4) kepercayaan
pada otoritas pajak tidak berperan sebagai mediator antara kekuatan legitimasi dan ketaatan
pajak individu.

Kata Kunci: Legitimacy power, Trust In Authority, Kepatuhan Wajib Pajak, Mediasi

Abstract

This study aims to examine the impact of legitimacy power on the compliance of individual
taxpayers, with trust in authority as a mediating factor. Employing quantitative research
methods, the study involved 144 participants. Data collection was conducted through the
distribution of questionnaires using Google Form. The analysis was carried out using Partial
Least Square (PLS) via the SmartPLS 4 software. The findings of the study indicate that (1)
legitimacy power significantly influences trust in authority; (2) legitimacy power significantly
affects the compliance of individual taxpayers; (3) trust in authority does not significantly
impact the compliance of individual taxpayers; and (4) trust in authority does not serve as a
mediator in the relationship between legitimacy power and individual taxpayer
compliance.Keywords: Legitimacy power, Trust In Authority, Taxpayer’s Compliance,
Mediation, SmartPLS

Kata Kunci: Legitimacy power, Trust In Authority, Kepatuhan Wajib Pajak, Mediasi

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kewajiban bagi warga negara Indonesia yang memegang peranan
penting dalam memperkuat perekonomian negara sebagai sumber pendapatan untuk
pembangunan infrastruktur dan layanan publik (Saebah et al., 2023). Sistem perpajakan
Indonesia menganut pendekatan self-assessment di mana wajib pajak bertanggung jawab
untuk melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, meskipun
masih terdapat kesenjangan dalam ketaatan pajak yang menghambat pendapatan negara.
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Undang-undang perpajakan Indonesia, UU Nomor 16 Tahun 2009, menetapkan pajak sebagai
kewajiban yang harus dipenuhi secara paksa untuk meningkatkan kemakmuran negara. Para
ahli, seperti Rochmat Somietro dan Sommerfeld, menekankan bahwa pajak adalah iuran
untuk kepentingan publik dan sebagai alat untuk transfer sumber daya dari sektor swasta ke
sektor pemerintah, yang harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum tanpa
kompensasi.

Kirchler et al., (2008) menggambarkan teori slippery slope sebagai konsep di mana
wajib pajak memiliki kepercayaan dan wewenang terhadap otoritas pajak untuk mengatur dan
mencegah penyalahgunaan dana pajak. Teori ini menyatakan bahwa ada hubungan yang erat
antara faktor psikologis sosial dan faktor pencegahan penyalahgunaan yang menentukan
seberapa patuhnya wajib pajak. Variabel sosio-psikologis dalam teori ini dapat mempengaruhi
tingkat kepatuhan pajak yang bersifat sukarela, sementara faktor pencegahan penyalahgunaan
memengaruhi kepatuhan karena ketakutan akan konsekuensi negatif seperti sanksi pajak yang
dikenakan. Dalam konteks penerapannya, teori slippery slope dapat membentuk dasar
pemikiran untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan memperkuat kepercayaan
masyarakat pada otoritas pajak.

Slippery Slope Framework

Kirchler, Hoelzl and \Wahl! (2008)
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Gambar 1. Teori Slippery Slope
Sumber: Hasil Penelitian (2023)

Salah satu contoh kebijakan yang dapat disimak adalah kebijakan terkait pemeriksaan
dan penalti pajak, yang dapat memengaruhi pandangan terhadap kekuatan otoritas pajak dan
dampaknya terhadap kekuatan koersif. Ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang
kompleks antara dimensi kekuatan dan kepercayaan terhadap otoritas pajak yang saling
mempengaruhi dalam memengaruhi tingkat kepatuhan. Oleh karena itu, teori slippery slope
menegaskan pentingnya menerapkan kebijakan yang memperkuat kepercayaan publik
terhadap otoritas pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, kualitas
kepatuhan dapat beragam dan berkaitan dengan dua iklim pajak yang berbeda, yaitu kekuatan
otoritas yang menciptakan iklim antagonis antara otoritas pajak dan wajib pajak yang
memunculkan kepatuhan terpaksa, sementara kepercayaan pada otoritas menciptakan iklim
sinergis antara otoritas pajak dan wajib pajak yang memicu kerjasama sukarela menurut
Hofmann et al., (2014) dan Kogler et al., (2022).
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Kepatuhan wajib pajak menjadi fokus utama bagi otoritas pajak dan didefinisikan
sebagai perilaku yang mengikuti aturan perpajakan. Ada dua jenis kepatuhan, yaitu formal, di
mana wajib pajak mematuhi peraturan secara formal, dan material, di mana mereka mematuhi
semua aturan perpajakan. Menurut UU Nomor 9 Tahun 1994, kepatuhan wajib pajak
seharusnya dilakukan secara sukarela untuk memberikan kontribusi pada pembangunan.
Namun, masih ada tantangan dalam meningkatkan kepatuhan, terutama jika kepercayaan pada
otoritas pajak rendah dan legitimasi lemah, yang dapat mendorong wajib pajak untuk
menghindari pembayaran pajak, mengurangi kepatuhan. Namun, jika kepercayaan pada
otoritas pajak tinggi, kepatuhan dapat meningkat.

Tujuan dari sistem perpajakan adalah untuk mengumpulkan dana secara efisien dan
profesional untuk mendukung kebijakan fiskal pemerintah, memungkinkan negara untuk
menjalankan fungsinya dengan baik. Namun, tantangan tetap ada dalam meningkatkan
kepatuhan pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara agar dapat mendukung
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Penelitian ini mengembangkan
penelitian sebelumnya yang menguji analisis pengaruh kepercayaan masyarakat pada pajak
terhadap kepatuhan pajak dengan menggunakan variabel legitimacy power terhadap
kepatuhan pajak yang dimediasi oleh trust in authority pada wajib pajak orang pribadi. Dari
penelitian tersebut, diharapkan wajib pajak dapat memahami bahwa kekuatan legitimasi dan
kepercayaan pada otoritas pajak saling berkaitan, serta dapat meningkatkan kepatuhan pajak
dengan meningkatkan kepercayaan pada otoritas pajak.

Kepercayaan pada otoritas pajak, yang dikenal sebagai Trust In Authority, merupakan
faktor yang dianggap mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak.
Kepercayaan ini dianggap sebagai landasan rasional yang memungkinkan kerjasama sukarela
dalam membayar pajak. Menurut Kirchler et al., (2008), diterapkan dalam teori slippery slope,
kepatuhan wajib pajak meningkat ketika otoritas pajak memperlakukan mereka dengan adil
dan hormat. Pendapat serupa dinyatakan oleh Gobena & Van Dijke, (2016), yang menyatakan
bahwa bukti empiris menunjukkan peran otoritas pajak dalam meningkatkan kepatuhan dan
kepercayaan pada mereka.

Pendekatan ini sejalan dengan teori Fairness Heuristic Theory oleh Van den Bos,
(2001), yang menyatakan bahwa kepercayaan pada otoritas pajak mempengaruhi seberapa
jauh seseorang memperhatikan keadilan dalam prosedur perpajakan. Murphy & Tyler, (2008),
menegaskan bahwa kepercayaan tersebut memperkuat dampak dari keadilan prosedural
terhadap kepatuhan pajak. Meskipun demikian, masih ada faktor yang mengganggu
kepercayaan masyarakat pada otoritas pajak, seperti penyalahgunaan dana pajak untuk
kepentingan pribadi atau meningkatkan investasi secara tidak etis.

Legitimasi Power merupakan konsep yang didasarkan pada tiga dimensi terkait, yaitu
kekuatan otoritas, kepercayaan pada otoritas, dan kepatuhan dalam pembayaran pajak.
Terdapat dua jenis kekuasaan yang terkait, pertama, kekuasaan koersif yang melibatkan
tekanan dan hukuman, dan kedua, kekuatan legitimasi yang didasarkan pada pengetahuan,
keahlian, dan akses informasi. Indikator kekuatan ini, seperti yang dijelaskan oleh Kirchler et
al., (2008), menunjukkan bahwa kekuatan legitimasi dapat meningkatkan kepercayaan wajib
pajak dan, sebagai akibatnya, meningkatkan kepatuhan. Menurut teori yang dikemukakan
oleh Gangl et al., (2020), otoritas memberikan informasi yang diperlukan agar masyarakat
berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tingkat kekuatan legitimasi harus
berdampak pada keputusan yang adil, yang kemudian meningkatkan kepercayaan. Oleh
karena itu, kekuatan legitimasi dapat dianggap sebagai keyakinan bahwa setiap tindakan
wajib pajak sesuai dengan norma dan nilai yang diterima secara sosial, dan memiliki pengaruh
positif terhadap kepatuhan pajak ketika percaya bahwa otoritas pajak bertindak untuk
kepentingan mereka.
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Studi sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan fokus pada pengaruh
kepercayaan masyarakat pajak terhadap kepatuhan pajak. Efendi (2021) menyelidiki
hubungan antara kepercayaan dan kepatuhan pajak dengan menggunakan variabel bebas
voluntary tax compliance dan enforce tax compliance, dan menemukan bahwa kepercayaan
memiliki pengaruh positif signifikan terhadap voluntary tax compliance, sementara
berpengaruh negatif terhadap enforce tax compliance. Di sisi lain, Bone & Indriani (2022)
memeriksa pengaruh kepercayaan dan love of money pada kepatuhan pajak sukarela dan
kepatuhan pajak paksaan wajib pajak orang pribadi, menunjukkan bahwa kepercayaan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak sukarela, tetapi tidak signifikan
pada kepatuhan pajak paksaan. Mahadianto & Astuti (2017) mengamati previllage tax prayer,
sosialisasi pajak, dan kepercayaan pada otoritas pajak, menemukan bahwa previllage tax
prayer memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara pengenalan
pajak dan kepercayaan pada otoritas pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Faizal et
al. (2017) melihat hubungan antara keadilan dan kepercayaan dengan perilaku kepatuhan
pajak di Malaysia, menemukan bahwa hanya keadilan prosedural dan kepercayaan yang
mempengaruhi kepatuhan pajak, namun kepercayaan tidak berperan sebagai mediator dalam
hubungan antara keadilan dan kepatuhan.

Oleh karena itu, peneliti bermaksud melakukan penelitian berjudul "Pengaruh
Legitimacy Power Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Oleh Trust In
Authority”. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak di Indonesia dan
memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan pajak melalui pemahaman yang
lebih baik tentang kekuatan legitimasi dan kepercayaan pada otoritas pajak.

METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan melibatkan penggunaan data kuantitatif dari
sumber data primer, yaitu data asli yang dikumpulkan oleh peneliti melalui penyebaran
kuesioner kepada responden, yang merupakan karyawan wajib pajak pribadi di wilayah
Jakarta Barat. Populasi penelitian mencakup 144 responden wajib pajak pribadi, dan
pengambilan sampel dilakukan melalui metode purposive sampling dengan kriteria tertentu.
Variabel yang diteliti terdiri dari variabel bebas, yaitu Legitimacy Power dan Trust in
Authority, serta variabel terikat, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dengan skala Likert yang terdiri dari empat
pilihan jawaban. Selanjutnya, analisis data menggunakan metode Partial Least Square (PLS)
untuk menguji model pengukuran dan struktural. Teknik analisis ini dipilih karena fleksibel
dalam mengatasi ketidaknormalan data dan tidak membutuhkan sampel besar, dengan dua
sub model, yaitu outer model dan inner model.
Hipotesis Penelitian
1) Pengaruh Kekuatan Legitimasi terhadap Kepercayaan pada Otoritas
Menurut Kirchler et al., (2008), kekuatan legitimasi memiliki dampak pada tingkat
kepercayaan yang dimiliki wajib pajak terhadap otoritas. Kepercayaan, sebagai aspek
rasional, menjadi dasar bagi masyarakat dalam menjalankan kerjasama secara sukarela
(Kastlunger et al., 2013). Pentingnya kepercayaan wajib pajak dalam memicu kepatuhan
dalam membayar pajak juga diakui sebagai elemen utama. Adanya hubungan antara
kekuatan legitimasi dan kepercayaan pada otoritas mengindikasikan bahwa kekuatan
tersebut memfokuskan pada penerapan aturan pajak yang bersifat memaksa.
Berdasarkan penjelasan ini, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:
H1 : Kekuatan Legitimasi berpengaruh terhadap kepercayaan pada otoritas.
2) Pengaruh Kekuatan Legitimasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
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Kekuatan legitimasi merupakan pedoman yang menjadi dasar bagi tingkat kepatuhan
wajib pajak. Pemahaman yang baik terhadap makna kekuatan legitimasi akan membantu
wajib pajak menyadari tanggung jawab mereka dalam hal kepatuhan membayar pajak.
Jika masih terjadi pelanggaran, wajib pajak akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang
berlaku. Oleh karena itu, kekuatan legitimasi memainkan peran penting dalam
membentuk tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis
dapat dirumuskan sebagai berikut:
H2 : Kekuatan Legitimasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3) Pengaruh Kepercayaan pada Otoritas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Kepercayaan merupakan interaksi khusus antara otoritas pajak dan wajib pajak yang
dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan akan meningkat jika
wajib pajak merasa bahwa kepercayaan yang diberikan setara dengan pelayanan yang
baik dari otoritas pajak. Kepercayaan ini memiliki dampak positif terhadap kepatuhan
wajib pajak, sebagaimana ditegaskan oleh Kristina Wada Betu dan Susi Dwi Mulyani
(2020). Berdasarkan penjelasan ini, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:
H3 : Kepercayaan pada otoritas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang
pribadi.

4) Pengaruh Kekuatan Legitimasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan
Mediasi Kepercayaan pada Otoritas
Kepercayaan merupakan aspek yang penting bagi otoritas pajak dalam menunjukkan
perilaku yang baik serta bekerja untuk kepentingan umum (Damayanti & Martono,
2018). Penelitian ini terkait dengan studi yang menunjukkan bahwa kepercayaan
berperan sebagai mediator dalam hubungan antara kekuatan legitimasi dengan tingkat
kepatuhan (Mas’Ud et al., 2019). Temuan tersebut menunjukkan adanya pengaruh
kekuatan legitimasi yang dimediasi oleh kepercayaan. Berdasarkan penjelasan ini,
hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:
H4 . Kepercayaan pada otoritas memediasi pengaruh kekuatan legitimasi terhadap
kepatuhan wajib pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam proses pengujian analisis data, langkah awal yang dilakukan oleh peneliti
adalah mengolah data untuk mendapatkan nilai-nilai dari hasil yang diuji berdasarkan
indikator-indikator suatu variabel, yang disebut sebagai outer model. Outer model ini penting
untuk mengevaluasi hubungan antar variabel dengan indikatornya. Beberapa uji yang
digunakan dalam pengujian outer model meliputi validitas konvergen, discriminant validity,
average variance, cronbach’s alpha, dan composite reliability, yang dianalisis menggunakan
software SmartPLS. Validitas konvergen, sebagai salah satu pengujian dalam outer model,
memeriksa tingkat korelasi antara indikator dengan konstruk yang diukur, dengan nilai yang
dianggap tinggi jika korelasinya >0,70. Hasil pengujian validitas konvergen menunjukkan
bahwa beberapa indikator, seperti X2.TAL, Y.KP1, dan Y.KP5, memiliki nilai <0,70, yang
menunjukkan ketidakvalidan. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk menghapus
indikator dengan nilai tersebut dan menghitung ulang untuk mendapatkan hasil yang valid
dan reliabel.
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Gambar 2. Diagram Penelitian
Sumber: Hasil Penelitian (2023)

Discriminant Validity

Discriminant Validity adalah pengujian untuk memastikan validitas hasil penelitian
dengan menggunakan nilai cross loading, yang menunjukkan bahwa setiap indikator dari
variabel laten berbeda dengan variabel lainnya. Hasil pengujian cross loading menunjukkan
validitas yang baik, dengan nilai konstruk setiap variabel yang lebih tinggi daripada konstruk
variabel lainnya, seperti yang terlihat pada Tabel 4.3. Selain itu, untuk memastikan validitas,
dapat digunakan juga Fornell-Lacker, yang menunjukkan nilai akar AVE setiap variabel yang
lebih tinggi daripada korelasi antar konstruk, menunjukkan validitas diskriminan yang baik.

Selanjutnya, dalam mengukur reliabilitas konstruk, penelitian menggunakan
cronbach’s alpha dan composite reliability. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai
cronbach’s alpha dan composite reliability untuk setiap variabel adalah reliabel, dengan nilai
masing-masing variabel >0,70 serta nilai AVE >0,50, seperti yang terlihat pada Tabel 4.5.
Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), legitimacy power (X1), dan trust in authority (M)
semuanya dianggap reliabel berdasarkan kriteria tersebut.

Inner Model merupakan proses pengujian yang bertujuan untuk memprediksi
hubungan antara variabel laten berdasarkan teori substantif yang telah diajukan. Dalam
penelitian ini, pengujian inner model dilakukan melalui uji path coefficients dan uji R-square.
Path coefficients menggambarkan arah hubungan antara variabel, di mana nilai positif
menunjukkan hubungan searah dan nilai negatif menunjukkan hubungan terbalik. Hasil path
coefficients juga dapat menunjukkan signifikansi hubungan antar variabel dengan
menggunakan nilai t-statistic, di mana nilai di atas 1,96 menandakan adanya pengaruh yang
signifikan. Berdasarkan hasil path coefficients, variabel legitimacy power memiliki pengaruh
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan trust in authority, sementara trust in authority
tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Selain itu, R-square digunakan untuk mengukur kekuatan model struktural dan
menjelaskan seberapa besar variabilitas variabel endogen yang dapat dijelaskan oleh variabel
eksogen. Nilai R-square dapat menunjukkan kekuatan model, di mana nilai yang lebih tinggi
menunjukkan model yang lebih kuat. Berdasarkan hasil R-square dalam penelitian ini,
variabilitas kepatuhan wajib pajak dan trust in authority masing-masing dapat dijelaskan
sebesar 23,9% dan 51% oleh variabel legitimacy power, sementara sisanya dipengaruhi oleh
faktor lain.

Uji Mediasi

Untuk menguji hipotesis, dilakukan analisis berdasarkan nilai P menggunakan

perangkat lunak SmartPLS dengan mengevaluasi pengaruh langsung (direct effect) yang
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terlihat pada path coefficient, serta pengaruh tidak langsung (indirect effect) yang teramati
pada specific indirect effect. Untuk menguji hipotesis, nilai P harus lebih besar dari 0 dengan
tingkat signifikansi sebesar 1-95% atau 0,05 (Saebah, 2022).

1. Hipotesis 1: Terdapat asumsi bahwa legitimacy power memiliki pengaruh positif
terhadap trust in authority. Berdasarkan analisis, dengan nilai t-statistic sebesar 3,175
> 1,96 dan nilai p value sebesar 0,002 < 0,05, maka tidak ada cukup bukti untuk
menolak hipotesis alternatif (Ha). Ini menunjukkan bahwa legitimacy power memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap trust in authority.

2. Hipotesis 2: Dikemukakan bahwa legitimacy power berpengaruh positif terhadap
kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil analisis menunjukkan nilai t-statistic
sebesar 12,604 > 1,96 dan nilai p value sebesar 0,000 < 0,05, sehingga tidak cukup
bukti untuk menolak Ha. Hal ini mengindikasikan bahwa legitimacy power secara
signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Hipotesis 3: Hipotesis ini menyatakan bahwa trust in authority berpengaruh positif
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, berdasarkan hasil analisis, nilai
t-statistic sebesar 0,562 < 1,96 dan nilai p value sebesar 0,574 > 0,05, tidak
memberikan cukup bukti untuk menerima Ha. Dengan demikian, trust in authority
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4. Hipotesis 4: Terdapat asumsi bahwa trust in authority memediasi pengaruh legitimacy
power terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, hasil analisis
menunjukkan nilai t-statistic sebesar 0,542 < 1,96 dan nilai p value sebesar 0,588 >
0,05, sehingga tidak ada cukup bukti untuk menerima Ha. Ini mengindikasikan bahwa
trust in authority tidak memiliki kemampuan untuk memediasi pengaruh legitimacy
power terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pembahasan

Legitimacy Power berdampak positif terhadap Trust In Authority, sebagaimana
terlihat dari hasil analisis dengan t-statistic sebesar 3,175 > 1,96 dan nilai p value sebesar
0,002 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa legitimacy power secara signifikan memengaruhi
kepercayaan, meningkatkan kepatuhan pajak. Temuan ini didukung oleh penelitian
sebelumnya yang menunjukkan bahwa kekuatan otoritas pajak dapat meningkatkan
kepatuhan wajib pajak dengan memastikan keadilan dalam pemeriksaan pajak.

Legitimacy Power berdampak positif terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi,
dengan t-statistic sebesar 12,604 > 1,96 dan nilai p value sebesar 0,000 < 0,05. Ini
menunjukkan bahwa legitimacy power secara signifikan memengaruhi kepatuhan wajib
pajak. Penelitian sebelumnya juga menegaskan bahwa kekuatan legitimasi otoritas pajak
dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memastikan keadilan dalam proses
perpajakan.

Trust In Authority tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak
orang pribadi, terlihat dari t-statistic sebesar 0,562 < 1,96 dan nilai p value sebesar 0,574 >
0,05. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan pada otoritas pajak tidak memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan kurangnya kepercayaan dan
kesadaran terhadap pentingnya kewajiban membayar pajak.

Trust In Authority tidak memediasi pengaruh Legitimacy Power terhadap kepatuhan
wajib pajak orang pribadi, dengan t-statistic sebesar 0,542 < 1,96 dan nilai p value sebesar
0,588 > 0,05. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan pada otoritas pajak tidak memiliki peran
sebagai mediator dalam pengaruh legitimacy power terhadap kepatuhan wajib pajak.
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Kurangnya kepercayaan pada otoritas mengindikasikan bahwa kepatuhan pajak lebih
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain kepercayaan pada otoritas pajak.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil analisis adalah bahwa legitimasi kekuasaan memiliki dampak
positif yang signifikan terhadap kepercayaan pada otoritas pajak, yang pada gilirannya
meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini didukung oleh penelitian terdahulu yang
menunjukkan bahwa kekuatan otoritas pajak, yang memastikan keadilan dalam pemeriksaan
pajak, dapat mendorong kepatuhan pajak. Namun, kepercayaan pada otoritas pajak tidak
secara signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak, menunjukkan kurangnya kepercayaan
dan kesadaran akan pentingnya kewajiban membayar pajak. Selain itu, kepercayaan pada
otoritas pajak tidak berperan sebagai mediator dalam pengaruh kekuatan legitimasi terhadap
kepatuhan wajib pajak, menyoroti bahwa faktor lain mungkin lebih memengaruhi kepatuhan
pajak selain kepercayaan pada otoritas pajak.

Berdasarkan temuan tersebut, saran yang dapat diberikan adalah pentingnya otoritas
pajak untuk mempertahankan dan meningkatkan legitimasi kekuasaannya dengan
memastikan transparansi, keadilan, dan keterbukaan dalam pemeriksaan pajak. Selain itu,
langkah-langkah harus diambil untuk membangun kepercayaan wajib pajak pada otoritas
pajak melalui pendekatan komunikatif dan pelayanan yang lebih baik. Di samping itu, perlu
dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor lain yang mungkin
memengaruhi kepatuhan pajak, serta untuk mengidentifikasi strategi yang efektif dalam
meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan.
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